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Pengantar  

Mengapa kami menjadi Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) 
 
Amicus Curiae (jamak: Amici) adalah sebuah istilah hukum yang berasal dari Bahasa Latin 
yang secara harafiah dapat diartikan sebagai sahabat pengadilan atau “friends of the court”. 
Amicus Curiae merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang tidak terkait dengan 
perkara namun mempunyai kepentingan yang sangat relevan dengan materi perkara. Orang 
atau kelompok orang dimaksud dapat menyampaikan pendapat/opini hukum secara 
sukarela dan independen kepada Majelis Hakim.1  

Dalam sistem hukum Indonesia, Amicus Curiae dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 
ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa 
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”. Pasal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum bagi pengajuan 
Amicus Curiae.2  

Dalam praktik telah ada beberapa Amicus Curiae yang menyampaikan pandangan pada 
beberapa perkara di pengadilan umum atau pada Mahkamah Konstitusi. Beberapa yang 
menonjol seperti Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers 
kepada Mahkamah Agung terkait dengan Peninjauan Kembali kasus majalah Time versus 
Soeharto, Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dan 
Amicus Curiae yang paling baru diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI atas 
Kasus “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia”.3 

Amicus Curiae mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekedar membantu pengadilan. 
Fungsi lainnya adalah memajukan perkembangan hukum. Amicus Curiae ini memberikan 
gambaran hukum dan kasusnya khususnya dampaknya terhadap pihak lain di luar para 
pihak yang tidak ikut berperkara di pengadilan, juga menilai hukum dan kasusnya secara 
independen.4 

Keputusan kami untuk menjadi Sahabat Pengadilan dalam Perkara Nomor 53 P/HUM/2015 
tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 
8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam 

                                                           
1  https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae, diakses 28-9-2015. 
2  ELSAM, 2010. Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional. 

Briefing Paper Nomor 2/2010.  
3  Ibid. 
4  Aminah, S. 2014. Menjadi Sahabat Keadilan. Panduan menyusun Amicus Brief. Jakarta: ILRC – HiVOS. 
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Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu dilandasi 
keprihatinan pada besarnya konflik agraria di dalam kawasan hutan dan ketiadaan 
instrumen hukum yang efektif untuk mengatasinya. Kami memahami bahwa kedua 
Peraturan yang menjadi objek hak uji materiil dalam perkara ini mencoba menembus 
kebuntuan hukum yang ada dan dipraktikkan selama puluhan tahun.  

Pertimbangan lain adalah pentingnya lembaga pengadilan di Indonesia memahami konteks 
historis dan sosial dari penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara menyeluruh 
untuk membantu menganalisis perkara-perkara kehutanan yang ditangani, khususnya yang 
berkaitan dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.  

Pada akhirnya kami menyampaikan bahwa secara umum pendapat-pendapat yang kami 
sampaikan dalam dokumen ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai 
konstruksi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial dan lingkungan. 
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1. Identitas Para Amicis  
 

Keterangan tertulis atau amicus brief ini diajukan oleh sejumlah pihak (amicis) yang masing-
masing dapat dijelaskan identitas dan kepentingannya sebagai berikut: 

 

1. Epistema Institute 
Epistema Institute merupakan lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan yang 
mempromosikan prinsip-prinsip keadilan eko-sosial melalui riset dan lingkar belajar tentang 
hukum, masyarakat dan lingkungan. Epistema Institute didirikan pada tanggal 1 September 
2010. Kegiatan yang dilakukan antara lain riset kebijakan, pendampingan pada pemerintah 
daerah, penerbitan, pelatihan yang terkait dengan tema pluralisme hukum, pengakuan 
masyarakat hukum adat, resolusi konflik dan pengelolaan sumber daya alam.  

2. Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) 
ARuPA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 Mei 1998 di 
Yogyakarta oleh beberapa mahasiswa dan alumni muda Fakultas Kehutanan Universitas 
Gajah Mada sebagai sebuah komite aksi yang bermaksud mewadahi mahasiswa dan 
pemerhati lingkungan dalam mendorong terjadinya reformasi. ARuPA mendorong perbaikan 
tata kelola kehutanan, utamanya di Pulau Jawa serta pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat dan perubahan iklim.  

3. Rimbawan Muda Indonesia (RMI) 
 RMI adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal 18 September 1992 
di Bogor, Jawa Barat. RMI mengembangkan program-program berbasis masyarakat dalam 
pengelolaan Sumberdaya Alam dan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan hulu 
Jawa Barat dan Banten, terutama di daerah Ekosistem Halimun, yaitu termasuk Taman 
Nasional Gunung Halimun-Salak dan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. 

4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia dan 
didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta. KPA disahkan pada tanggal 10 
Desember 1995. KPA merupakan konsorsium yang beranggotakan organisasi petani, 
organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi perempuan, NGO, individu, dan 
akademisi yang memperjuangkan perwujudan Pembaruan Agraria Sejati di Indonesia. KPA 
memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, 
masyarakat adat, dan rakyat miskin. 
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5. Perkumpulan HuMa 
HuMa didirikan pada 19 Oktober 2001. HuMa memiliki visi mendukung pembaruan sistem 
dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati 
nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi 
antara lain pengembangan Sekolah Pendampingan Hukum Rakyat; mengembangkan 
mekanisme resolusi konflik sumber daya alam berbasiskan inisiatif masyarakat lokal dan 
adat. HuMa melakukan kajian dan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal dan 
nasional dalam isu kehutanan dan perubahan iklim.  

6. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) 
LP3ES adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan oleh sekelompok 
cendekiawan dan aktivis mahasiswa pada tanggal 19 Agustus 1971. LP3ES memiliki 
pengalaman dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penerbitan, penelitian, 
studi kebijakan dan riset aksi terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat 
tingkat bawah dan memfasilitasi pendidikan politik dan sosial ekonomi.  

7. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 
JKPP didirikan pada tahun 1996 oleh aktifis gerakan petani dan nelayan di berbagai tempat 
di Indonesia yang menggunakan pemetaan partisipatif sebagai alat pengorganisasian dan 
sekaligus menjadi instrumen dalam penataan basis produksi masyarakat secara kolektif. 
JKPP dimaksudkan sebagai wadah bersama bagi CSO dan organisasi rakyat dalam 
pencapaian tegaknya kedaulatan rakyat atas ruang sebagai cita-cita bersama.  

8. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 
BRWA adalah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat yang dibentuk pada 
tahun 2010. BRWA mendokumentasikan data dan informasi keberadaan masyarakat adat 
dan wilayah adat hasil pemetaan partisipatif sebagai bahan penting dalam mendorong 
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.  

9. Yayasan Auriga 
Yayasan Auriga dahulu bernama Yayasan Silvagama adalah sebuah Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan demi 
peningkatan kualitas hidup umat manusia. Yayasan Auriga mendorong keterlibatan 
komunitas lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pendekatan-
pendekatan kesejahteraan dan konservasi.  

10. Perkumpulan Pusaka 
PUSAKA didirikan pada tahun 2002 dengan fokus bekerja melakukan riset advokasi, 
pendokumentasian dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan 
kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan yang berhubungan dengan tema hak-hak 
masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan 
organisasi masyarakat.  
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11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 
WALHI merupakan organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia. WALHI didirikan 
pada tanggal 15 Oktober 1980. Kegiatan WALHI meliputi kampanye dan advokasi beragam 
dan luas antara lain isu air, pangan dan keberlanjutan; hutan dan perkebunan; energi dan 
tambang; pesisir dan laut serta isu-isu perkotaan. 

12. Yayasan Betang Borneo (YBB) 
Yayasan Betang Borneo didirikan pada tanggal 2 September 1998. YBB mendorong 
pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat serta 
dikelola berbasiskan ekosistem dan kearifan lokal yang holistik dan mendorong kemandirian 
masyarakat dalam mengelola sumber daya alam antar lain melalui pemetaan partisipatif 
dan perencanan tata ruang di tingkat desa.  

13. Lingkar Studi Pengembangan Pedesaan (LSPP) Temanggung 
LSPP didirikan pada tanggal 30 April 2015, namun jauh sebelumnya melakukan 
pendampingan masyarakat yang berkonflik di dalam kawasan hutan. LSPP juga giat dalam 
membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kabupaten dalam mendorong transparansi 
anggaran dan perbaikan kebijakan kabupaten yang lebih melindungi dan menghormati hak-
hak masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.  

14. Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) SD INPERS, Jember 
Lembaga Studi Desa untuk Petani – SD INPERS didirikan pada tanggal 14 Desember 1994. 
Lembaga ini bergerak pada penguatan masyarakat di wilayah pedesaan. Program lembaga 
menitikberatkan pada penguatan petani dan masyarakat pedesaan dari ketidakberdayaan 
dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.  

15. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 
Elsam adalah organisasi advokasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan tatanan 
masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi. 
ELSAM melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, 
mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan melakukan dan 
menyebarluaskan informasi berkenaan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan. 



 

 6 

2. Ringkasan Pendapat 
 

Permohonan hak uji materiil yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 
(APHI) terkait dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, 
Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan dan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 
Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu kepada Mahkamah Agung dalam 
Perkara Nomor 53 P/HUM/2015 merupakan upaya penting dalam membangun negara 
hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial dan lingkungan melalui proses peradilan. 

Kelompok Masyarakat Sipil yang terdiri dari Epistema Institute, AruPa, RMI, KPA, HuMa, 
LP3ES, JKPP, BRWA, Auriga, Pusaka, Walhi YBB, LSPP, LSDP dan ELSAM memandang penting 
dan mendesak untuk menjadi sahabat pengadilan bagi Majelis Hakim di Mahkamah Agung 
dalam memeriksa perkara ini mengingat adanya sejumlah syarat formil, konteks historis dan 
sosial serta analisis hukum yang penting diketahui oleh Majelis Hakim pada khususnya, serta 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Indonesia.  

Kami memandang adanya syarat formil yang perlu diperhatikan keterpenuhannya terkait 
permohonan dan pemohon perkara ini. Mahkamah Agung wajib menghentikan 
pemeriksaaan permohonan karena belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
yang dijadikan dasar permohonan perkara ini (Pasal 55 Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi). Selain itu, dengan status pemohon sebagai perhimpunan/perkumpulan perlu 
diperiksa keabsahannya sesuai dengan ketentuan pendaftaran badan hukum perkumpulan. 

Keberadaan dua peraturan yang dimohon-ujikan dalam perkara ini perlu dilihat dalam 
konteks historis pembentukan kawasan hutan. Kawasan hutan menurut Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibentuk melalui proses pengukuhan. 
Pengukuhan ini dalam kenyataannya tidak berlangsung dengan sempurna, terutama dalam 
hal penyelesaian klaim penguasaan tanah. Akibatnya banyak konflik penguasaan (tenurial) 
di dalam kawasan hutan yang belum terselesaikan tuntas hingga kini. Legalitas kawasan 
hutan masih belum sempurna karena di beberapa tempat masih ada kawasan hutan yang 
belum ditetapkan. Sementara itu pada kawasan yang sudah ditetapkan, legitimasinya juga 
belum kuat karena masih banyak klaim penguasaan tanah masyarakat yang belum 
diselesaikan dengan tepat. 

Upaya Pemerintah mewujudkan kawasan hutan yang mantap serta kepastian hukum pada 
berbagai bentuk penguasaan tanah yang sah terkendala karena banyaknya klaim yang 
belum selesai ditangani. Selain permukiman dan areal pertanian warga, juga banyak fasilitas 
umum, sosial dan gedung-gedung instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada 
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di dalam kawasan hutan dan belum dilepaskan. Peraturan a quo bertujuan memberikan 
jalan keluar pada situasi stagnasi pembangunan ini.  

Dalam praktik penyelenggaraan negara, telah banyak ditetapkan dan dijalankan Peraturan 
Bersama Menteri. Di sektor kehutanan, misalnya sejak tahun 1990-an telah ada beberapa 
Peraturan Bersama untuk pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan transmigrasi, 
perkebunan, dan pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri. Seandainya 
Peraturan Bersama a quo tidak diakui maka hal serupa dapat berlaku pula pada Peraturan 
Bersama lainnya di sektor kehutanan. 

Tidak ditemukan alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Peraturan Bersama a quo 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Apa yang dlaksanakan pemerintah daerah dalam kerangka Peraturan Bersama ini 
adalah dalam hal pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan, bukan dalam hal 
pengukuhan kawasan hutan. Tim yang menangani verifikasi dan validasi klaim di daerah pun 
hanya berwenang memberikan rekomendasi penyelesaian klaim, sementara itu keputusan 
akhir ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Peraturan a quo juga tidak bertujuan untuk mengurangi kawasan hutan tanpa pertimbangan 
yang matang. Pengakuan dan penegasan hak atas tanah masyarakat yang benar dan 
beritikad baik tidak serta-merta berarti pelepasan kawasan hutan, tetapi hanyalah 
pengeluaran dari kawasan hutan negara. Peraturan Bersama a quo mengembalikan konsep 
dan tujuan pembentukan kawasan hutan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa 
kawasan hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Di dalam hutan hak terdapat hutan 
yang dikuasai oleh orang perorangan/badan hukum dan masyarakat hukum adat.  

Peraturan Bersama a quo bertujuan mengakui dan melindungi hak-hak warga negara atas 
tanah, menyelesaikan konflik dan memberikan kepastian hukum pada penguasaan tanah 
oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Bersama a quo adalah untuk 
mereka yang berhak dan beritikad baik. Dengan demikian Peraturan ini tidak sama sekali 
bertujuan melegalkan perambahan di dalam kawasan hutan. 

Lebih jauh dari itu, apa yang diatur dalam Peraturan a quo merupakan rintisan untuk 
mewujudkan kesatuan administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia yang selama ini 
ditandai dualisme pengaturan antara ketentuan di bidang pertanahan-tata ruang dan 
kehutanan.  
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3. Ringkasan Permohonan Hak Uji Materiil 
 

Permohonan hak uji materiil atas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 
Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/2014 
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan 
dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat 
dan Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu diajukan oleh Asosiasi Pengusaha 
Hutan Indonesia (APHI) selanjutnya disebut Pemohon kepada Mahkamah Agung dalam 
Perkara Nomor 53 P/HUM/2015. Sebagai Termohon dalam perkara tersebut adalah: 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Plt. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (Termohon I) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sebagai Termohon II).  

Objek permohonan adalah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, 
Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di 
dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas 
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu 
(lihat tabel 1) yang didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan  

b. Lampiran Huruf BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan  

f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan 
dan Fungsi Kawasan Hutan 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
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j. Arahan dan Perintah Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 5 Januari 2014 dan Sidang 
Kabinet Paripurna Tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 
SE - 05/Seskab/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 
Sekretaris Kabinet RI  

Tabel 1 

Objek Permohonan Uji Materiil  

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor 
PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/ 
2014, Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang 
Berada di dalam Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penetapan Hak Komunal atas Tanah 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat 
yang Berada di dalam Kawasan Tertentu 

a. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, 
angka 12, angka 13, angka 16 dan 
angka 17,  

b. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(2),  

c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(2),  

d. Ketentuan Pasal 4,  

e. Ketentuan Pasal 5,  

f. Ketentuan Pasal 7,  

g. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3),  

h. Ketentuan Pasal 11,  

i. Ketentuan Pasal 12,  

j. Ketentuan Pasal 14,  

k. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3),  

l. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat 
(2)  

 

a. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, 
angka 3, angka 9, angka 11 dan angka 
15,  

b. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),  

c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2),  

d. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2),  

e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3),  

f. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),  

g. Ketentuan Pasal 7,  

h. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3) dan ayat (4),  

i. Ketentuan Pasal 9,  

j. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan 
ayat (7),  

k. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat 
(2),  

l. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3),  

m. Ketentuan Pasal 14,  

n. Ketentuan Pasal 15,  

o. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) 
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Selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa pelaksanaan kedua peraturan yang menjadi 
objek permohonan tersebut telah menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diinginkan, 
antara lain meningkatkan klaim atas tanah di kawasan hutan dari masyarakat hukum adat 
atau kelompok masyarakat lain terhadap areal yang telah dibebani izin, sehingga 
menyebabkan ketidakpastian usaha dan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan 
perusahaan. Selain itu juga mengancam kepastian hukum atas areal Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) karena mendorong kemudahan persyaratan pengajuan 
permohonan penegasan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat atau kelompok 
masyarakat. Hal ini akan menimbulkan ancaman terhadap kawasan hutan secara nasional. 
Objek permohonan juga dipandang berpotensi merusak hutan karena mengabaikan fungsi 
pokok hutan, berpotensi memicu konflik vertikal maupun horizontal akibat tumpang tindih 
klaim atas tanah. Pemohon juga berpendapat bahwa kedua peraturan memicu 
penyalahgunaan wewenang oknum Kepala Desa atau Camat, melemahkan penegakan 
hukum terhadap perusakan hutan dan menghambat industri kehutanan. 
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4. Pendapat Kami 
 

Pada bagian ini kami menyampaikan pendapat terhadap beberapa hal yang kiranya dapat 
memberikan tambahan informasi dan sudut pandang lain kepada Majelis Hakim dalam 
memeriksa permohonan hak uji materiil dalam Perkara Nomor 53 P/HUM/2015. Pendapat 
di bawah ini lebih banyak berkenaan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 
8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam 
Kawasan Hutan, namun berlaku pula untuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada 
di dalam Kawasan Tertentu untuk analisis pada peraturan perundang-undangan yang sama. 

Pendapat ini kami bagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama (Pendapat #1 dan #2) 
terkait dengan aspek formil dari permohonan dan pemohon dalam perkara Nomor 53 
P/HUM/2015. Kelompok kedua (Pendapat #3 dan #4) menjelaskan konteks sosial-politik dari 
materi persoalan yang terkait dengan pembentukan kedua peraturan yang diujikan. 
Kelompok terakhir (Pendapat #5 hingga #10) merupakan analisis hukum kami terhadap 
kaitan antara kedua peraturan yang diujikan dengan peraturan perundang-undangan lain 
yang lebih tinggi.  

Pendapat #1: Mahkamah Agung wajib menghentikan pemeriksaan terhadap permohonan 
uji materiil pemohon berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi  

1. Kami mengetahui bahwa pada saat permohonan uji materiil ini diajukan, dua dari 
Undang-undang yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara ini yaitu Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 saat ini sedang 
dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Perkara Nomor 
95/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 98/PUU-XIII/2015). Berdasarkan Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan 
bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian 
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.  

2. Kami juga perlu menyampaikan informasi kepada Majelis Hakim bahwa saat ini, 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan 
Peraturan Pemerintah Tahun 2015, Pemerintah sedang melakukan perubahan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengubahan Fungsi 
dan Peruntukan Kawasan Hutan. Kedua Peraturan Pemerintah ini dijadikan dasar 
dalam permohonan hak uji materiil dalam perkara ini. 

3. Demikian pula, telah ada kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 
17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan 
Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan (rapat koordinasi 21 Agustus 2015). 

Pendapat #2 Ihwal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 

1. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi dapat diajukan antara 
lain oleh badan hukum privat. Berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 dan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan 
Badan Hukum Perkumpulan, sebuah perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan 
hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

2. Kami mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan apakah 
pemohon dalam perkara ini yakni Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang 
menyatakan diri sebagai perhimpunan telah memenuhi syarat pengesahan 
sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 6 Tahun 2014, sehingga oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo. Apabila tidak dapat 
dibuktikan maka sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa pemohon tidak 
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan ini. 

Pendapat #3: Mengenai legalitas dan legitimasi Kawasan Hutan 

1. Kawasan hutan di Indonesia meliputi areal seluas 120.773.42 hektar atau sekitar 64 
persen dari luas wilayah daratan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, kawasan hutan 
merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.5 Kawasan hutan tersebut 

                                                           
5 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sesuai dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. 
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dibentuk sebagai hasil dari pengukuhan kawasan hutan.  

2. Sebelum melakukan pengukuhan kawasan hutan, Pemerintah terlebih dahulu harus 
menyelesaikan inventarisasi hutan.6 Inventarisasi dimaksud bertujuan untuk 
mendapatkan data dan informasi mengenai sumber daya, potensi kekayaan hutan 
dan lingkungan secara lengkap. Inventarisasi dilaksanakan melalui survey yang 
memuat status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta 
kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.7 

3. Pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan 
penunjukan kemudian dilakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan (lihat 
grafik 1). Penunjukan merupakan upaya administratif pertama yang dilakukan oleh 
Pemerintah untuk menentukan kawasan hutan secara indikatif. Setelah itu, 
Pemerintah melaksanakan penataan batas di lapangan dimana identifikasi, verifikasi 
dan penyelesaian hak-hak masyarakat dilakukan. Barulah setelah itu dilaksanakan 
pemetaan dan diakhiri dengan penerbitan keputusan administratif mengenai 
penetapan kawasan hutan secara definitif. 

4. Melihat pada proses itu maka 
pengukuhan kawasan hutan 
dapat dikatakan sebagai upaya 
membentuk hutan secara politis 
dan administratif. Dikatakan 
demikian karena penunjukan 
kawasan hutan dan seterusnya 
sarat dengan kepentingan 
pemerintah.8 Namun, di luar itu, 
ketika penunjukan hingga 
penetapan kawasan hutan 
dilegalkan dengan sebuah 
keputusan administratif, dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Kehutanan 
(sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), maka pengukuhan kawasan 
hutan juga menjadi ranah kegiatan pembentukan hutan secara administratif selain 
secara politis (politic-administrative forest).9 

 

                                                           
6 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. 
7 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
8 Penyebutan political forest dapat ditemukan dalam karya Peluso dan Vandergeest, 2001 ‘Genealogies of the 

political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand’, The Journal of Asian Studies 60 
(3): 761-812. 

9 Lihat Safitri, M.A. 2010. Forest Tenure in Indonesia: The socio-legal challenges of securing communities’ 
rights. Leiden: Leiden University Press.  
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5. Dalam praktiknya, pengukuhan kawasan hutan tidak sepenuhnya taat pada 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Inventarisasi 
hutan, misalnya, belum banyak dilakukan. Inventarisasi kondisi sosial masyarakat di 
dalam dan sekitar hutan adalah hal yang penting namun sayangnya masih belum 
dilakukan dengan sempurna. Baru sekitar tahun 2011, Kementerian Kehutanan pada 
saat itu mengakui keberadaan desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Desa-
desa yang kini jumlahnya hampir mencapai 35.000 itupun tidak diketahui dengan 
tepat demografi dan etnografi (aspek sosial-ekonomi-budayanya). 

6. Penataan batas kawasan hutan (lihat 
kembali grafik 1), sejatinya merupakan 
fase dimana penyelesaian klaim atas 
tanah dari masyarakat dilakukan. 
Dalam kenyataannya, banyak 
penataan batas yang menafikan 
keberadaan klaim dan hak masyarakat 
serta keberatan mereka. Hal inilah 
yang menjadi salah satu penyebab 
dari berbagai konflik terkait 
pengukuhan kawasan hutan. Pada 
kotak 1 dapat dilihat bagaimana praktik penataan batas yang memicu konflik 
tersebut. Sementara itu pada grafik 2 dapat dilihat jumlah dan sebaran konflik 
menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

7. Selain disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tahapan 
pengukuhan kawasan hutan sudah ditegaskan pula dalam Undang-Undang 
Kehutanan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Kendati demikian, 
perintah pengukuhan kawasan hutan tersebut tidak ditaati sepenuhnya oleh 
Kementerian Kehutanan. Pada tahun 1970, misalnya terdapat Keputusan Menteri 
Pertanian10 Nomor 291/Kpts/UM/1970 tentang Penetapan Areal Kerja Hak 
Pengusahaan Hutan sebagai hutan produksi. Hal ini dilakukan untuk membenarkan 
keberadaan izin-izin pemanfaatan hasil hutan kayu (yang saat itu disebut sebagai 
Hak Pengusahaan Hutan) yang ada pada kawasan hutan yang masih belum 
ditetapkan, bahkan belum ditunjuk peruntukan fungsinya. 

                                                           
10 Sebelum menjadi Kementerian yang berdiri sendiri, Kementerian Kehutanan adalah bagian dari Kementerian 

Pertanian. 
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Grafik 2. Konflik di Kawasan Hutan 
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8. Ketika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditetapkan, kekeliruan yang dibuat 
oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/UM/1970 tersebut tidak 
diperbaiki tetapi dibenarkan dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 81 yang 
menyatakan: “Kawasan hutan 
yang telah ditunjuk dan atau 
ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundangundangan 
yang berlaku sebelum 
berlakunya undang-undang ini 
dinyatakan tetap berlaku 
berdasarkan undang-undang 
ini.”  

9. Ketentuan Pasal 81 dalam 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 ini kerap dijadikan 
dasar bagi Kementerian 
Kehutanan dan para pemegang 
Hak Pengusahaan Hutan 
(sekarang pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) 
untuk membenarkan keabsahan 
status kawasan hutan dimana 
izin-izin tersebut berada. 
Namun demikian, ketentuan 
Pasal 81 ini seharusnya 
dimaknai sebagai ketentuan 
yang membenarkan status 
penunjukan semata pada 
kawasan hutan produksi 
dimana IUPHHK itu berada. 
Untuk selanjutnya, 
sebagaimana diperintahkan 
oleh Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999, perlu dilakukan 
penataan batas dan penetapan 
kawasan hutan. Jika hal ini tidak 
dilakukan maka keberadaan 
izin-izin tersebut merupakan 
pelanggaran hukum karena menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999: 

Kotak 1. Konflik dan penataan batas kawasan 
hutan di Kabupaten Barito Selatan 

Kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan, 
Kalimantan Tengah meliputi areal seluas 541.431 
hektar. Pada tahun 2013, dilakukan penataan 
batas di di Hutan Lindung Sungai Barito-Sungai 
Kapuas. Kawasan ini melewati tiga kecamatan 
dengan beberapa desa di dalamnya. Ketika 
dilakukan pemancangan batas sementara, 
sebagian besar masyarakat menolak. Hal ini 
disebabkan patok batas itu berada di lahan-lahan 
dimana terdapat rumah, sawah dan kebun mereka.  

Proses penataan batas tidak diawali dengan 
sosialisasi yang baik. Selain itu, sikap dari petugas 
tata batas di lapangan bertentangan dengan tujuan 
penataan batas. Alih-alih menyelesaikan klaim 
masyarakat, petugas ini mencoba membujuk 
masyarakat untuk menerima kebijakan perhutanan 
sosial. Ini berarti mereka bersedia tanahnya 
dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara 
dengan janji akan dapat mengakses lahan dan 
sumber daya melalui berbagai izin. Hal ini 
menunjukkan adanya distorsi informasi. 
Perhutanan sosial adalah bentuk pemberdayaan 
masyarakat di hutan negara. Sementara itu, 
masalah yang seharusnya diselesaikan adalah 
verifikasi dan penyelesaian klaim hak atas tanah. 
Kecuali jika klaim masyarakat tidak terbukti maka 
opsi memberikan akses pemanfaatan hutan melalui 
izin hutan kemasyarakatan dapat diberikan. 

Kasus Barito Selatan memberikan pelajaran bahwa 
penataan batas bukan sekedar persoalan teknis 
pemetaan. Lebih dari itu, penataan batas adalah 
proses sosial dan hukum. Di dalamnya perlu 
dilakukan banyak dialog berdasarkan data yang 
akurat dan informasi yang benar, serta 
kesepakatan yang tidak dipaksakan.  

Sumber: Policy Paper Epistema Institute, RMI dan 
Yayasan Betang Borneo, 2/2015. 
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Ayat (1): Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan 
kawasan hutan. 

Ayat (2): Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan 
penggunaan kawasan hutan. 

10. Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan di atas maka kami menyimpulkan bahwa 
legalitas kawasan hutan masih belum sempurna karena di beberapa tempat masih 
ada kawasan hutan yang belum ditetapkan. Sementara itu pada kawasan yang 
sudah ditetapkan, legitimasinya juga belum kuat karena masih banyak klaim 
penguasaan tanah masyarakat yang belum diselesaikan dengan tepat. 

Pendapat #4: Peraturan Bersama Menteri a quo sebagai kebijakan korektif 

1. Menyadari banyaknya kekurangan dalam pengukuhan kawasan hutan serta konflik 
dan terhambatnya pembangunan di daerah, maka Peraturan Bersama Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 
17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan 
Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan menurut pendapat kami adalah sebuah 
upaya melakukan koreksi terhadap peraturan dan praktik pengukuhan kawasan 
hutan di masa lalu.  

2. Peraturan Bersama a quo memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan 
keberadaan tanah-tanah yang dikuasai orang perorangan, Pemerintah dan 
pemerintah daerah, masyarakat hukum adat dan badan sosial/keagamaan di dalam 
kawasan hutan negara. Selain itu Peraturan Bersama ini bertujuan untuk 
menyelesaikan konflik di tengah ketiadaan instrumen penyelesaian konflik yang 
terintegrasi antar Kementerian/Lembaga.  

3. Peraturan Bersama a quo mengembalikan konsep dan tujuan pembentukan 
kawasan hutan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa kawasan 
hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Di dalam hutan hak terdapat hutan 
yang dikuasai oleh orang perorangan/badan hukum dan masyarakat hukum adat.  

Pendapat #5: Mengenai status Peraturan Bersama 

1. Kami berpendapat bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak 
disebutkan mengenai Peraturan Bersama Menteri dalam jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan, keberadaan Peraturan Bersama Menteri sebenarnya 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Menteri/Kepala Badan. 
Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Jenis 
Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
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mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan. Dalam hal ini 
ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut tidak membatasi apakah peraturan yang 
ditetapkan oleh Menteri itu hanyalah peraturan yang dibuat sendiri atau dapat pula 
bersama-sama. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Peraturan Bersama 
Menteri itu sama jenis dan hierarkinya dengan Peraturan Menteri sesuai dengan 
ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa 
Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepangang sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Dalam hal ini, Peraturan Bersama a quo adalah peraturan yang ditetapkan bersama-
sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya. Materi muatan 
yang terkandung dalam Peraturan Bersama a quo mendukung dan tidak 
bertentangan dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga. 

3. Peraturan Bersama a quo dapat pula dipandang sebagai salah satu bentuk diskresi 
pemerintah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi merupakan Keputusan dan/atau Tindakan 
yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi 
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal 
peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9). 
Dalam hal ini, Peraturan Bersama a quo mengatur upaya mengatasi stagnasi dalam 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di kawasan hutan akibat tidak diselesaikannya 
penguasaan tanah oleh masyarakat, instansi pemerintah dan badan 
sosial/keagamaan. 

4. Meskipun ditetapkan pada saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
Peraturan Bersama a quo diakui sebagai salah satu sasaran kebijakan penting 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pemberantasan kerusakan 
hutan (penebangan liar) melalui upaya pembentukan kawasan hutan yang 
legitimate. Hal tersebut ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Dengan demikian, 
Peraturan Bersama a quo harus dijalankan untuk menunjang pelaksanaan rencana 
pembangunan nasional 2015-2019.  

5. Dalam praktik penyelenggaraan negara, telah banyak ditetapkan dan dijalankan 
Peraturan Bersama Menteri. Di sektor kehutanan, misalnya sejak tahun 1990-an 
telah ada beberapa Peraturan Bersama. Sebagai contoh adalah Peraturan Bersama 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor Per. 23 
/MEN/XI/2007 dan Nomor P. 52/MENHUT-II/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan 
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dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi. Selain itu, ada pula Keputusan11 Bersama 
Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/90, Nomor 23 – VIII – 1990 tentang 
Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk 
pengembangan usaha pertanian dan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan 
Menteri Kehutanan Nomor SKB.81/MEN/1990 dan Nomor 376/Kpts-II/1990 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri. 
Seandainya Peraturan Bersama a quo tidak diakui maka hal serupa dapat berlaku 
pula pada Peraturan Bersama lainnya. Jika hal ini terjadi maka akan menghambat 
pembangunan di sektor kehutanan. 

Pendapat #6: Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 

1. Kami berpandangan bahwa Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, 
Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada 
di dalam Kawasan Hutan sama sekali tidak bertujuan untuk mempercepat kerusakan 
hutan, bahkan sebaliknya Peraturan a quo bertujuan untuk mewujudkan 
kemantapan status dan legitimasi kawasan hutan.  

2. Pelaksanaan Peraturan Bersama a quo bertujuan untuk mewujudkan tujuan 
penyelenggaraan kehutanan agar memberikan kemakmuran bagi rakyat secara 
berkeadilan dan berkelanjutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 
Secara khusus, Peraturan Bersama a quo mendukung tercapainya tujuan 
penyelenggaraan kehutanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi rakyat serta menjamin distribusi 
manfaat hasil hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (huruf d dan huruf e Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 

3. Pelaksanaan Peraturan Bersama a quo bukan sebagai upaya mengurangi kawasan 
hutan. Ketentuan pada Bab IV Peraturan Bersama a quo tentang Perubahan Kawasan 
Hutan harus dipahami sebagai perubahan batas kawasan hutan negara. Hal ini 
didasarkan pada cakupan kawasan hutan yang digunakan oleh Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Hutan Hak bahwa kawasan hutan meliputi hutan negara dan 
hutan hak. Dengan demikian bahwa penegasan dan pengakuan hak atas tanah di 
dalam kawasan hutan tidak berarti pelepasan dari kawasan hutan tetapi pelepasan 
dari kawasan hutan negara menjadi hutan hak yang harus dimanfaatkan sesuai 

                                                           
11Penggunaan istilah keputusan umumnya ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Karena Keputusan di sini merupakan regeling sehingga sama dengan peraturan. 
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dengan fungsi hutannya.  

4. Dengan pemahaman di atas maka pelaksanaan Peraturan Bersama a quo tidak akan 
mengurangi luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 seluas minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan 
atau pulau dengan sebaran proporsional. Atas dasar itu pula maka pelaksanaan 
Peraturan Bersama a quo bukan semata-mata perubahan peruntukan kawasan 
hutan. Sebagaimana telah kami sampaikan, perubahan kawasan hutan yang 
dimaksud pada Bab IV Peraturan Bersama a quo harus dimaknai sebagai perubahan 
batas kawasan hutan negara, bukan sepenuhnya perubahan peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan). Oleh 
sebab itu, Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan. 

5. Meskipun demikian, patut diperhatikan keberadaan permukiman, fasilitas umum, 
fasilitas sosial dan gedung-gedung instansi pemerintahan di dalam kawasan hutan 
yang selama ini tidak ada jalan penyelesaiannya. Dalam hal ini, Peraturan Bersama a 
quo menyediakan upaya penyelesaian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 24 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, 
fasilitas umum, fasilitas sosial dan permukiman warga dikeluarkan dari kawasan 
hutan. 

6. Peraturan Bersama a quo menegaskan kembali cara-cara penyelesaian penguasaan 
tanah masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kehutanan atau 
pertanahan. Pasal 8 Peraturan Bersama a quo menjelaskan tiga cara untuk 
penyelesaian tersebut yaitu: (i) penegasan hak untuk penguasaan selama 20 tahun 
atau lebih secara berturut-turut; (ii) pemberian hak atas tanah dalam rangka reforma 
agraria untuk penguasaan tanah kurang dari 20 tahun; (iii) pemberdayaan 
masyarakat untuk memanfaatkan hutan negara melalui izin hutan kemasyarakatan, 
hutan desa, kemitraan dan sebagainya bagi penguasaan yang tidak termasuk dalam 
kategori (i) dan (ii). Dengan ketiga cara ini, maka jelas bahwa Peraturan Bersama a 
quo tidak mendorong pelepasan kawasan hutan tanpa pertimbangan yang jelas. 
Untuk kategori penguasaan (i) dapat ditetapkan sebagai hutan hak jika fungsi 
pemanfaatan tanahnya mendukung. Namun demikian, kami memandang perlu 
pengaturan lebih rinci mengenai kategori (ii). Seyogianya hal ini dimuat dalam 
petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bersama ini. Selain itu, perlu penjelasan 
mengenai batas waktu penentuan penguasaan tanah dimaksud. Sebaiknya waktu 
tersebut adalah pada saat penunjukan atau perubahan penunjukan kawasan hutan. 
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Pendapat #7: Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 

1. Peraturan Bersama a quo bertujuan mengakui dan melindungi hak-hak warga negara 
atas tanah, menyelesaikan konflik dan memberikan kepastian hukum pada 
penguasaan tanah oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan 
Bersama a quo adalah untuk mereka yang berhak dan beritikad baik. Dengan 
demikian Peraturan ini tidak sama sekali bertujuan melegalkan perambahan di dalam 
kawasan hutan. 

2. Mengenai perambah hutan, perlu definisi hukum yang tegas dan jelas. Selama ini, 
perambah hutan dimaknai sebagai pihak yang memanfaatkan dan menggunakan 
kawasan hutan dengan tidak mempunyai hak atas tanah. Pandangan formalistik 
seperti ini menimbulkan ketidakadilan karena dalam kenyataan banyak masyarakat 
yang sudah turun-temurun menguasai tanah sebelum ada penunjukan kawasan 
hutan akan terkena stigma sebagai perambah hanya karena mereka tidak 
mempunyai bukti tertulis penguasaan tanahnya. Peraturan Bersama a quo bertujuan 
memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat seperti ini. Dalam hal ini, 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan juga mengakui penguasaan tanah yang berdasarkan 
bukti tidak tertulis (Pasal 24 ayat 5 dan ayat 6). Sayangnya, ketentuan ini berlaku 
dalam hal penataan batas kawasan hutan. Dalam kenyataannya, penataan batas 
tidak seluruhnya taat pada ketentuan ini. Banyak petugas yang bersikukuh hanya 
mengandalkan bukti-bukti tertulis. Di sinilah, Peraturan Bersama a quo membantu 
untuk menyelesaikan klaim penguasaan tanah berdasarkan bukti tidak tertulis pada 
kawasan yang sudah diselesaikan tata batas tetapi masih menyisakan keberatan 
pada masyarakat. 

3. Kami juga berpandangan tidak tepat untuk menguji materi muatan Peraturan 
Bersama a quo dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini disebabkan Undang-Undang dimaksud 
bertujuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan 
yang terorganisasi. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorganisasi adalah “kegiatan yang 
dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau 
lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di 
dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional 
dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersial.” Dengan demikian maka pasal-pasal pidana yang ada dalam 
Undang-Undang ini sejatinya ditujukan untuk perusakan hutan terorganisasi 
sebagaimana definisi tersebut. Dengan kata lain, tidak tepat menjerat masyarakat di 
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sekitar hutan yang telah menguasai tanah sebelum penunjukan kawasan hutan 
sebagai objek dari Undang-Undang ini. Masyarakat di sekitar hutan seperti inilah 
yang menjadi subjek penting dari Peraturan Bersama a quo dan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015. 

Pendapat #8: Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 

1. Pendapat kami sebelum ini menegaskan bahwa Peraturan Bersama a quo bukanlah 
peraturan mengenai pengukuhan kawasan hutan, tetapi peraturan untuk 
mengoreksi kekeliruan dalam praktik pengukuhan kawasan hutan di masa lalu serta 
mendukung upaya mewujudkan kemantapan kawasan hutan. Dengan demikian 
maka tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Peraturan Bersama a quo 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dengan semata-mata bersandarkan pada Lampiran BB Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan. Pelaksanaan Peraturan Bersama a quo lebih terkait dengan pelaksanaan 
kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan khususnya untuk 
penyelesaian sengketa tanah garapan dan penetapan tanah ulayat (Lampiran J 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). 

2. Penyelesaian konflik adalah salah satu tujuan dari Peraturan Bersama a quo, 
meskipun demikian Peraturan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak 
yang membantu menyelesaikan konflik melalui pendataan dan verifikasi klaim 
penguasaan tanah serta sebatas memberikan rekomendasi kepada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutananlah yang menentukan bentuk akhir dari penyelesaian konflik yang ada 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka 
Peraturan Bersama a quo masih sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik sosial (termasuk konflik tanah) 
adalah urusan pemerintahan umum. 

Pendapat #9: Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 

1. Sejalan dengan apa yang telah kami sampaikan pada Pendapat #6, Peraturan 
Bersama a quo tidak bertujuan untuk mengurangi kawasan hutan tetapi untuk 
memantapkan kawasan hutan agar lebih legitimate. Dengan memaknai ketentuan 
Bab IV dalam Peraturan Bersama a quo sebagai perubahan batas kawasan hutan 
negara maka penegasan ataupun pengakuan hak atas tanah belum tentu seluruhnya 
berujung pada pelepasan kawasan hutan atau perubahan peruntuka kawasan, tetapi 
dapat tetap berada di dalam kawasan hutan dengan status hutan hak dan fungsi 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Atas dasar 
ini maka tidak perlu ada keraguan bahwa pelaksanaan Peraturan Bersama a quo 
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akan mengurangi target minimal luas kawasan hutan sebesar 30% dari luas daerah 
aliran sungai atau pulau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 juncto Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Bersama a quo juga mendukung integrasi 
penataan ruang sektoral dan penataan ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Bab 
V Peraturan Bersama tersebut.  

Pendapat #10: Peraturan Bersama a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

1. Indonesia telah mempraktikkan dualisme administasi pertanahan sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Dengan 
Undang-Undang tersebut maka seluruh aspek kehutanan termasuk di dalamnya 
urusan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dipandang tunduk pada 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan semata. Hal ini difahami 
sebagai pengejawantahan Undang-Undang Kehutanan sebagai lex specialis. 
Akibatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA) tidak 
diberlakukan di dalam kawasan hutan. Menurut pendapat kami, keberadaan 
Undang-Undang Kehutanan sebagai lex specialis itu hanya sebatas dalam 
pengelolaan hutan. Sementara itu dalam urusan penguasaan tanah di dalam 
kawasan hutan tetap tunduk pada UUPA. Hal ini didasarkan pada dua alasan. 
Pertama, UUPA merupakan dasar pengaturan penguasaan tanah. Dalam Penjelasan 
Umum Angka I, UUPA disebutkan: 

Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanya dengan undang-undang 
lainnya - yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat - tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan 
dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya hanyalah 
azas- azas serta soal-soal dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut 
Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur didalam 
berbagai undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-
perundangan lainnya. 

 
Dalam hal ini maka untuk urusan penguasaan tanah di kawasan hutan harus merujuk 
pada UUPA. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah mengakui hal 
tersebut. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, kita menjumpai 
pernyataan berikut: 

Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani 
hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha 
dan hak pakai. 
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Selanjutnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2013 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan 
penguasaan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

  
2. Perlu diperhatikan juga bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah tidak melarang pendaftaran tanah hak milik di dalam kawasan 
hutan. Hal ini berbeda dengan bentuk hak lainnya. Bisa dibandingkan, misalnya, 
dengan Hak Guna Usaha, yang secara terang-terang dilarang berada di dalam 
kawasan hutan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. 

 
3. UUPA bertujuan untuk meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Sejak tahun 1967, kesatuan hukum 
pertanahan itu tidak dapat diwujudkan karena adanya dualisme administrasi 
pertanahan ketika UUPA tidak diberlakukan di dalam kawasan hutan. Di sinilah maka 
Peraturan Bersama a quo bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan ini dengan 
mendorong adanya kesatuan administrasi pertanahan. Hal serupa telah berlangsung 
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015 
tentang Hutan Hak. 
 

4. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 3 UUPA mengenai pengakuan hak ulayat dan 
pembatasannya, antara lain tidak boleh bertentangan dengan “kepentingan nasional 
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, dapat kami 
sampaikan bahwa Peraturan Bersama a quo meskipun belum rinci mengatur 
mengenai hak ulayat, mempunyai semangat untuk mendorong pengakuan tersebut 
(Pasal 9). Pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak lain dari masyarakat hukum 
adat telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 
28I ayat 3). Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
mengakui keberadaan hutan adat sebagai hutan hak, bukan sebagai bagian hutan 
negara. Kami memahami bahwa hak ulayat dan hak-hak atas tanah warga negara 
tidaklah bersifat absolut. Ada fungsi sosial dan lingkungan di dalamnya (Pasal 6 dan 
Pasal 15 UUPA). Sebenarnya fungsi sosial dan lingkungan inilah yang merupakan 
pengejawantahan dari frasa kepentingan nasional dan negara yang dimaksud dalam 
Pasal 3 UUPA. Oleh sebab itu, kami tidak sependapat jika kepentingan nasional 
dimaknai sebagai kepentingan korporasi. Argumen bahwa korporasi di sektor 
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kehutanan memberikan sumbangan signifikan dalam perekonomian nasional dan 
kelestarian hutan perlu diuji ulang. Studi yang dilakukan unit penelitian dan 
pengembangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan 
bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri kehutanan 
tahun 2003-2013 antara Rp. 2,6 – Rp. 4,9 trilyun per tahun yang berasal dari 
produksi kayu bulat alam dengan jumlah sebesar 12,59 sampai dengan 23,02 m3 per 
hektar. Jumlah produksi kayu bulat yang dilaporkan ini lebih rendah dari standar 
produksi normal sebesar 30 hingga 40m3 per hektar. Ada sejumlah faktor – pada 
umumnya terkait dengan tata kelola perizinan – yang menyebabkan rendahnya 
produksi yang berakibat pada rendahnya penerimaan PNBP. Tidak ada satupun dari 
faktor tersebut yang berkaitan dengan klaim hak ulayat dari masyarakat hukum adat. 
Atas dasar itu maka kami berpandangan tidak beralasan untuk menyatakan bahwa 
pengakuan pada hak ulayat akan mengancam kepentingan nasional. 
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